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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Stn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Sentani  yang menerima,  memeriksa,  mengadili  dan

menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam

persidangan  majelis  telah  menjatuhkan  putusan  sebagaimana  tersebut  di

bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Winarniati binti Suyono, tempat tanggal lahir Kalibaru, 20 Oktober 1980, umur

41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di  Jalan

Poros  Doyo  Baru,  RT.004/RW.001,  Kampung  Doyo

Baru,  Distrik  Waibu,  Kabupaten  Jayapura, Nomor

Handphone  082248389038,  dalam  hal  ini

menggunakan  domisili  elektronik  dengan  alamat

email winarniatiw@gmail.com,  selanjutnya  disebut

sebagai Penggugat;

Melawan

Sulistyo bin Sappe, tempat tanggal lahir Kendal, 23 April 1985, umur 36 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan,

bertempat  tinggal  di  Jalan  Poros  Doyo  Baru,

RT.004/RW.001, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu,

Kabupaten  Jayapura, selanjutnya  disebut  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah  mendengar  keterangan Penggugat,  saksi  dan memeriksa  bukti  dalam

persidangan;
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DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  21

Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani

dengan  Register  Perkara  Nomor  18/Pdt.G/2022/PA.Stn,  tanggal  21  Januari

2022 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal

21 Januari 2016 M, bertepatan pada 11 Rabi’ul Akhir 1437 H, yang dicatat

oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai Kutipan

Akta Nikah Nomor 17/17/I/2016, tanggal 21 Januari 2016;

2. Bahwa  pada saat pernikahan tersebut,  Penggugat berstatus  Janda Cerai

Hidup 3 orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

kos di  Kali Acai, Abepura selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pada

awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kontrakan di

Jalan  Poros  Doyo  Baru,  RT.004/RW.001, Kampung  Doyo  Baru,  Distrik

Waibu,  Kabupaten  Jayapura, yang  dimana  menjadi  tempat  kediaman

bersama sebagamaina alamat diatas hingga sekarang;

4. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  istri,  dan  belum  dikaruniai

seorang anak;

5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat

telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran

sejak awal tahun 2017 yang disebakan karena;

a. Ketika  terjadi  kesalahpahaman,  Tergugat  sering  membesar-besarkan

masalah  tersebut,  sehingga  Tergugat  melakukan  kekerasan  dalam

rumah tangga dalam bentuk verbal  yaitu  melontarkan kata-kata kasar

hingga  makian  terhadap  Penggugat  hingga  menghancurkan  barang-

barang rumah tangga;

b. Pada tahun 2020, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

6. Bahwa  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  akhir  tahun  2021,  dikarenakan  Tergugat  ketahuan
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selingkuh  dengan  wanita  lain  untuk  yang  ketiga  kali,  serta  Tergugat

melakukan kekerasan fisik terhadap anak Penggugat, sehingga Penggugat

sudah tidak sanggup menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga

Tergugat  telah  ada  upaya  untuk  menasehati  Penggugat  dan  Tergugat,

namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah

tangga  dan  berkesimpulan  jika  perceraian  menjadi  alternatif  terbaik

mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dall-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain su’gra Tergugat (Sulistyo bin Sappe) terhadap

Penggugat (Winarniati binti Suyono);

3. Menetapkan  biaya  perkara  menurut  ketentuan  hukum  dan  perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider 

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

menghadap  di  persidangan  meskipun  dia  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut oleh Jurusita sebagaimana relaas panggilan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Stn

relaas pertama tanggal 21 Januari 2022 dan relaas kedua tanggal 27 Januari

2022 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan

yang sah;
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Bahwa  Majelis  Hakim  telah  memberi  nasihat  kepada  Penggugat  agar

rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa

upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena  Tergugat

tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  atas  nama  Winarniati, Nomor

140.4/50/SKet/Pem-DB/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dikelaurkan

oleh Pemerintah Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura,

telah  bermeterai  cukup  dan  telah  dinazegelen  serta  telah  dicocokkan

dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016

yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, telah bermeterai cukup

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Alat bukti Saksi:

1. Sitti  Munawwara  binti  Mustafa, tempat  dan  tanggal  lahir  Nabire,  23

Oktober 1995, umur 26, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  Belakang  Auri  Kelurahan  Doyo

Lama, Distrik  Sentani,  Kabupaten Jayapura. Saksi  mengaku bahwa ia

mempunyai hubungan darah/semenda dengan Penggugat dan dibawah

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat dan Tergugat  karena saksi

adalah menantunya Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Abepura,

kemudian pindah ke Doyo Baru, Distrik Waibu, Kanupaten Jayapura;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi  rumah tangga Pengggat  dan Tergugat  sudah

tidak rukun lagi sejak tahun 2017, karena Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertegkaran;

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  karena

Tergugat  sering  berkata-kata  kasar  dan  mencaci  maki  Penggugat

serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi  telah  berupaya  menasihati  Penggugat  supaya  rukun

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Joice Anisa Medea binti Rajab, tempat dan tangggal lahir Jayapura, 05

Mei 1975, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di  BTN Sereh Pos 7,

Nomor  I/10  RT.02/RW.03,  Kelurahan  Sentani  Kota,  Distrik  Sentani,

Kabupaten  Jayapura. Saksi  mengaku  tidak  mempunyai  hubungan

darah/semenda/pekerjaan dengan Penggugat  dan dibawah sumpahnya

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman

Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di  Doyo  Baru,

Distrik Waibu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi  rumah tangga Pengggat  dan Tergugat  sudah

tidak rukun lagi,  karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih

dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh

Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa  saksi  dan  Penggugat  pernah  menangkap  basah  Tergugat

sedang bersama wanita idaman lainnya di Waena;
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- Bahwa saksi  telah  berupaya  menasihati  Penggugat  supaya  rukun

kembali  dengan  Tergugat  dalam  rumah  tangganya,  namun  tidak

berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  mengajukan  sesuatu

apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap

pada gugatannya, alat bukti yang diajukan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat datang menghadap sendiri  (inperson)  di  persidangan,  sedangkan

Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau

kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula

terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan

oleh hukum (default without reason), meskipun Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara

ini  dapat  diputus  tanpa  hadirnya  Tergugat  (verstek),  hal  mana  sesuai  pula

dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab I’anatut Thalibin Juz IV hal.

312 yang berbunyi:

تعززه      أو لتواريه إل بغيرحضوره وليحكم

Artinya: ”Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia

bersembunyi atau membangkang”;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  memberi  nasihat

kepada  Penggugat  agar  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia

untuk  hidup  rukun  kembali  dalam  rumah  tangga  dan  tetap  ingin  bercerai.

Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  hanya  Penggugat yang  hadir

sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi  sebagaimana

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI  Nomor 1 Tahun 2008 yang telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  selanjutnya  dibacakanlah  surat  gugatan  Penggugat,  yang

pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan

gugatan  perceraian  karena  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

mengalami keretakan dengan adanya perselsihan dan pertengkaran sejak awal

tahun  2017  yang  disebabkan  Tergugat  melakukan  kekerasan  dalam  rumah

tangga dalam bentuk verbal yaitu melontarkan kata-kata kasar hingga makian

terhadap Penggugat hingga menghancurkan barang-barang rumah tangga dan

pada tahun 2020, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka

hak  jawabnya  menjadi  gugur  dan  Tergugat  dianggap  tidak  ingin

mempertahankan  haknya  di depan sidang  Pengadilan, sekaligus berarti pula

bahwa  Tergugat  mengakui  seluruh  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  namun

ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang

memiliki kekuatan pembuktian sempurna  (volledig)  dan mengikat  (bindende),

melainkan  hanyalah  menggugurkan  hak  jawabnya  terhadap  gugatan

Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat

wajib dibebani pembuktian; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis

(P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan

Penggugat,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  alat  bukti  P.1  tersebut

merupakan bukti sah dan bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik,

khusus  dibuat  sebagai  alat  bukti,  telah  dinazegelen  serta  sesuai  dengan
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aslinya,  dengan  demikian  alat  bukti  (P.1  dan  P.2)  tersebut  telah  memenuhi

persyaratan formil.  Di  samping itu,  alat  bukti  (P.1 dan P.2) tersebut  memuat

keterangan  yang  menguatkan  dan  relevan  dengan  gugatan  Penggugat

sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti

(P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti  P.1 dan

juga P.2  diperoleh fakta Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di

wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Sentani,  oleh  karena  itu  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  Tentang

Peradilan  Agama,  maka  perkara  ini  menjadi  tugas  dan  wewenang  absolut

Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P.2)  yang  diajukan  Penggugat

terbukti  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dan  masih  terikat  dalam

perkawinan yang sah sehingga secara  formil  Penggugat  adalah pihak yang

berkepentingan dalam perkara ini (legitima persona standi in yudicio);

Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  berupa  dua  orang  saksi  yang

diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua

orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing

telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person) di depan persidangan dan

telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya  serta  tidak  terhalang

secara  hukum untuk  didengar  kesaksiannya.  Kemudian  secara  materiil  dari

keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidaka rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit

didamdaikan,  sehingga keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling

menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-

dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172

RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti

saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat,

serta  alat-alat  bukti  yang  telah  diajukan  Penggugat  di  atas,  Majelis  Hakim

menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  terikat  dalam perkawinan yang

sah sejak tanggal 21 Januarii 2016 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  lagi,

karena  sejak  awal  tahun  2017  yang  disebabkan  Tergugat  melakukan

kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk verbal yaitu melontarkan kata-

kata  kasar  hingga  makian  terhadap  Penggugat  hingga  menghancurkan

barang-barang  rumah  tangga  dan  pada  tahun  2021,  Tergugat  ketahuan

selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  dihubungkan  pula

dengan  sikap  Penggugat  di  persidangan  yang  mana Penggugat  tetap  ingin

bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan

Tergugat  tidak  saling  mencintai  lagi  sehingga  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  sudah  sulit  untuk  didamaikan  yang  perlu  dicarikan  jalan

keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi

yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban

penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk

mempertahankannya,  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  hal  itu  akan

menimbulkan  mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak

mafsadat lebih  diutamakan dari  mencapai  kemaslahatan,  ketentuan tersebut

sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi: 

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درؤ

Artinya:  “Menolak  kemudharatan  lebih  utama  daripada  menarik

(mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang

dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam:

1. Kitab  Fiqhus  Sunnah  juz  II,  halaman  291,  yang  diambil  alih  menjadi

pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

حينئ         و يق التفر ضى القا من تطلب يطلقهاذ يجوزلهاان

بائنة  ىالقاض الضرر   إذ طلقة ثبت بينهما   .وعجز ا الصلح عن
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Artinya:  “Seorang istri  berhak menuntut diceraikan dari  suaminya apabila

telah  ternyata  timbul  kemadaratan  dalam  rumah  tangganya,

sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi

seperti  itu  hakim  dapat  menjatuhkan  talak  bain  suami  terhadap

istri”;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

طلقة            القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذا

Artinya:  “Apabila  ketidaksenangan  isteri  terhadap  suaminya  sudah

memuncak,  karena  sikap  suaminya,  maka  Hakim  boleh

menjatuhkan putusan”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Ungang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Noor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  yang menjelaskan bahwa

untuk  melakukan  perceraian  harus  ada/cukup  alasan  dimana  antara  suami

isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, yaiut antara Penggugat dan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkara  secara  terus  menerus

yang  sulit  dirukunkan  lagi  dalam sebuah  rumah  tangga  sehingga  membuat

Penggugat  tidak  mau  lagi  mempertahankan  rumah  tangganya  bersama

Tergugat,  alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal

tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka

2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena Tergugat telah dinyatakan

tidak hadir, maka perkara a quo dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  belum  pernah  menjatuhkan  talak

sebelumnya, maka  Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka
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dua  mengenai  talak  satu  ba’in  sughro  patut  untuk  dikabulkan  dengan

menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat  (Sulistyo bin Sappe)  terhadap

Penggugat (Winarniati binti Suyono);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh  Pe’ngadilan Agama

Sentani adalah talak satu ba’in sughro, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  Tergugat  (Sulistyo  bin  Sappe)

terhadap Penggugat (Winarniati binti Suyono);  

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal

02 Rajab 1443 Hijrah, oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai

Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H.

Putusan  tersebut  pada  hari  itu  juga  diucapkan  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut

dengan dibantu oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota

TTD

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Muhammad Syauky S, Dasy, S.H.I., M.H.

TTD

Dardena Betarania Faroby, S.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Darni, S.H.
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Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp300.000,00
  (Tiga ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Hasmawati, S.H.
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